
 

 

 

WALIKOTA KENDARI 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR  11  TAHUN  2014 

TENTANG    

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA KENDARI, 

Menimbang : a. bahwa kegiatan pernyataan modal merupakan kegiatan dari 

penyelenggaraan perekonomian nasional dan daerah sebagai 

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional dan perekonomian daerah serta mengembangkan 

dan meningkatkan kinerja BUMD; 

 b.  bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah 

yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan untuk 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli 

daerah serta meningkatkan pelayanan sosial yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah; 

 c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum terhadap penyertaan modal pada Bank Sultra 

diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal 

pemerintah daerah kepada Bank Sultra; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah pada Bank Sultra; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992       

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

3790); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

9.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
182); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;   

14.  Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 20l0 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan-

Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari    

Tahun 2010 Nomor 6);   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

dan 

WALIKOTA KENDARI    

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH PADA BANK SULTRA 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Kendari. 

2. Pemerintahan Kota Kendari adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri 

dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

 

 



6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

10. Modal Daerah adalah modal dalam berbentuk uang atau kekayaan daerah 

yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, 

bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-

hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 

11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau 

badan hukum lainnya. 

12. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki 

dan/atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak 

beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang 

dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang. 

13. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan. 

14. Bank adalah Bank Sultra Provinsi Sulawesi Tenggara. 

15. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Maksud  

Pasal 2 

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan 

asli daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.  

 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 



Pasal 3 

 

(1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian Daerah, pertambahan pendapatan Daerah dan terciptanya 

kesempatan kerja. 

(2) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

ekonomi. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai 

kemampuan keuangan daerah.  

 

BAB  III 

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal  4 

 

(1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Kendari. 

(2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada rekening pengeluaran 

pembiayaan.  

Pasal  5 

 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra tahun 2014 sebesar              

Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah). 

(2) Pemerintah Daerah akan memberikan Penyertaan Modal dalam bentuk 

uang hingga menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar 

rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan 

daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD.  

Pasal 6 

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan 

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

 

BAB IV 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 7 

(1) BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan 

penyertaan modal. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

BAB V  



HASIL USAHA 

Pasal 8 

(1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan 

daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan Bank Sultra dalam bentuk 

Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 

BAB  VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  9 

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Bank 

Sultra sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai 

penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. 

 

Ditetapkan di Kendari 

pada tanggal,  27 – 11 - 2014 

 

            WALIKOTA KENDARI, 

 
 

 

           H. ASRUN 

 

Diundangkan di Kendari 

pada tanggal,  27 – 11 - 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, 

  

 

ALAMSYAH LOTUNANI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 11 


